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1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang
Pembebasan Sanksi Adminstrasi Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor;

b. bahwa dalam rangka meringankan beban Wajib Pungut
PBBKB terhadap kewajiban dalam melakukan
pembayaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor
dan untuk mengantisipasi meluasnya penyebaran
wabah virus Covid-19, maka dipandang perlu untuk
memperpanjang kebijakan Pembebasan Sanksi
Adminstratif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan
Gubernur Kalimantan Timur Nomor 30 Tahun 2020;

: a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 83 ayat (2) Peraturan
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01
Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah, Gubernur dapat mengurangkan atau
menghapus Sanksi Administrasi berupa kenaikan
danj atau bunga Pajak terutang, yang disebabkan
karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena
kesalahannya;

Menimbang

GUBERNUR KALIMANTANTIMUR,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

SALINAN
PERATURANGUBERNUR KALIMANTANTIMUR

NOMOR 46 TAHUN2020

TENTANG

PEMBEBASANSANKSIADMINISTRASIPAJAKBAHANBAKARKENDARAAN
BERMOTOR

GUBE'RNUR KALIMANTAN TIMUR



PERATURANGUBERNURTENTANGPEMBEBASANSANKSI
ADMINISTRASI PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN
BERMOTOR.

MEMUTUSKAN:

7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor09
Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 Nomor25);

6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor01
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan
Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Nomor 48) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor01
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan TimurTahun 2019 Nomor 01);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor5950);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5049;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan
Timur (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1106);
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Menetapkan



BERITADAERAHPROVINSIKALIMANTANTIMURTAHUN2020 NOMOR46

MUHAMMADSA'BANI

ttd

Pj. SEKRETARISDAERAH
PROVINSIKALIMANTANTIMUR,

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 Juli 2020

ISRANNOOR

ttd

GUBERNURKALIMANTANTIMUR,

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Juli 2020

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Timur.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal4

Pembebasan sanksi administrasi PBBKBsebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 diberlakukan untuk semua wajib pungut PBBKB.

Pasal3

(2) Pembebasan PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
dengan ketentuan :
a. pembebasan sanksi administrasi PBBKB diberikan terhadap semua

Wajib Pungut PBBKByang masa pajaknya terhitung sejak tanggal 1
Agustus 2020 sampai dengan 20 September 2020; dan

b. Wajib Pungut hanya dikenakan Pokok PBBKB selama masa
pembebasan sanksi administrasi PBBKB.

(1) Pembebasan sanksi administrasi PBBKBberupa denda dan bunga.

Pasa12

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas
penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

Pasal 1
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